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Abstrak : Bahwa Penyebab terjadinya Dugaan Monopoli atau Kebijakan 
Monopolistik yang dilakukan oleh Walikota Jayapura yang telah 
diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dengan 
nomor putusan perkara 13/G/2013/PTUN.JPR menyebutkan bahwa 
Walikota Jayapura digugat oleh pihak penggugat selaku sub-distributor 
yaitu karena telah membuat kebijakan protektif monopolistik yang hanya 
melindungi dan menguntungkan pihak tertentu saja. Kebijakan yang jelas-
jelas bertentangan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang 
persaingan usaha yang sehat dan juga berimplikasi pada penarikan 
retribusi yang diindikasikan illegal, sehingga melanggar Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Adapun 
Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 
13/G/2013/PTUN.JPR Berdasarkan Peraturan yang berlaku menyebutkan, 
setelah penggugat selaku sub-distributor memperoleh SIUP-MB, maka 
sub-distributor dapat merealisasi apa yang menjadi rencana penjualan 
selama satu tahun kedepan berdasarkan permohonan yang disampaikan 
oleh penggugat sebagai syarat permohonan penerbitan SIUP-MB dengan 
ketentuan melakukan pengedaran miniman  beralkohol. 
 
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengusaha Kecil, Praktek  
 Monopoli, Putusan PTUN 
PENDAHULUAN 
Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu 
atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu 
yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi 
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perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau 
bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir 
perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk didalamnya. Karena itu, 
hampir tidak ada persaingan. 
Arti monopoli secara alamiah adalah perusahaan yang terus 
menerus menikmati skala ekonomi hingga pada tingkat produksi yang 
sangat banyak jumlahnya, berarti AC terus menerus turun hingga ke 
tingkat produksi yang sangat tinggi. Pada biaya rata-rata mencapai 
minimum tingkat produksi telah meliputi sebagian besar dari kebutuhan 
masyarakat. Keadaan seperti itu akan menghambat kemasukan 
perusahaan lain, karena sulit bagi perusahaaan baru untuk melakukan 
usaha seefisien seperti perusahaan yang lama yang menikmati skala 
ekonomi yang lebih besar. 
Sebelum lebih jauh membahas mengenai monopoli alamiah, 
terlebih dahulu harus dikelompokkan macam-macam barang dalam 
perekonomian berdasarkan dua ciri2 barangnya bersifat ekskludabel 
(excludable), yang artinya masyarakat diminta untuk tidak memakai atau 
memanfaatkan barang tersebut, barangnya bersifat persaingan (rival), 
yang artinya apakah jika seseorang memakai barang ini, maka peluang 
orang lain untuk memakainya berkurang. 
Ketika suatu perusahaan melakukan monopoli alamiah, perusahaan 
tersebut tidak akan terlalu peduli dengan perusahaan-perusahaan baru 
                                                   
2 N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Makro (Principles of 
Economics), Edisi ke-3, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm 276 
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yang masuk sebagai kompetitor dan mengurangi kemampuan 
monopolinya. Hal ini berkenaan dengan kondisi di mana hampir setiap 
perusahaan yang melakukan monopoli  alamiah  mencapai  skala  
ekonominya  karena  dua  faktor,    yaitu penguasaan tertentu atas 
sebuah sumber daya inti atau perlindungan langsung dari pemerintah 
atau biasa dikenal dengan sebutan State Monopoly3 Keuntungan si 
pemonopoli menarik pihak-pihak lain untuk masuk ke pasar, dan pihak-
pihak yang baru ini membuat pasar tersebut lebih kompetitif. Sebaliknya, 
masuk ke pasar di mana terdapat perusahaan lain  yang merupakan 
monopoli alamiah tidaklah menarik. Perusahaan-perusahaan yang 
berminat untuk masuk sadar bahwa mereka tidak dapat mencapai tingkat 
biaya yang sama rendahnya dengan si pemonopoli karena, setelah 
mereka masuk ke pasar, masing-masing harus berbagi jumlah 
permintaan dengan si pemonopoli di pasar tersebut. 
Apabila ditelusuri sejarah perundang-undangan di Indonesia, dapat 
ditemukan beberapa perundang-undangan yang pada prinsipnya dapat  
menjadi dasar ketentuan hukum larangan praktek monopoli dalam 
perekonomian. Namun perundang-undangan tersebut bersifat parsial dan 
dalam kenyataan juga kurang mendukung pelaksaan iklim persaingan 
usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, kemudian disusun sebuah 
Undang-Undang Antimonopoli seperti yang termuat dalam Undang-
                                                   
3 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
2002, hlm 32 
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Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang secara efektif mulai berlaku pada 
tanggal 5 Maret 2000. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang ini 
adalah untuk: 
1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat ; 
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha 
yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 
yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah 
dan pelaku usaha kecil; 
3. Mencegah praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat yang 
ditimbulkan oleh pelaku usaha; 
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 
 
Pengertian dan pemahaman yang salah akan persaingan dan pasar 
bebas mengakibatkan timbulnya sikap skeptis para pembuat kebijakan 
dan penegak hukum ketika Undang-Undang ini disahkan. Pertanyaan 
yang timbul  dapatkah Undang-Undang Antimonopoli ini memberikan 
manfaat bagi masyarakat Indonesia mengingat selama ini di Indonesia 
mengalami pembangunan dengan sistem ekonomi yang diperintah dan 
terencana. Selain itu, persaingan selalu dikaitkan dengan individualisme 
yang bertolak  belakang dengan kultur masyarakat yang komunal dimana 
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segala sesuatunya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan gotong-
royong. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat lainnya 
menyatakan perekonomian Indonesia dilandaskan pada demokrasi 
ekonomi kerakyatan. 
Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “ Tiap perbuatan melanggar 
hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajbkan orang 
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 
tersebut “. Namun dalam prakteknya, pasal ini kurang efektif sebab harus 
melalui proses litigasi yang memakan waktu lama. 
Adanya sikap skeptis dapat menjadi hambatan bagi terwujudnya 
tujuan yang ingin dicapai Undang-Undang Antimonopoli ini mengingat 
adanya relevansi yang kuat antara hukum dengan pembangunan 
ekonomi. Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi suatu Negara. 
Sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 maka Indonesia harus menata kembali kerangka perekonomiannya, 
yang selama 32 tahun terpola seperti yang diinginkan oleh Pemerintah 
Orde Baru, dimana perekonomian Indonesia bergantung sepenuhnya 
pada kebijakan pengusaha. Pada saat itu, banyak dijumpai berbagai 
praktek monopoli dan persaingan usaha curang. Banyak pelaku usaha 
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yang mendapatkan prioritas, serta perlakuan istimewa dari pemerintah 
melalui berbagai regulasi yang diciptakannya. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan larangan 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku 
usaha dapat diancam dengan sanksi administratif dan sanksi pidana. 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang akan 
diterapkan pada pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli 
maupun praktek persaingan curang harus dilaksanakan dengan berbagai 
pertimbangan efektifitas yang tepat. Sehingga tidak mengganggu 
kepentingan efisiensi jalannya ekonomi Negara secara keseluruhan, 
tetapi tetap harus mengutamakan persaingan usaha yang sehat dan 
jujur4. 
Sebagai salah satu contoh kasus dugaan monopoli perdagangan 
minuman beralkohol di Kota Jayapura yang baru saja terjadi pada tahun 
2013 lalu sehingga membuat 4 (empat) anggota dari KPPU berkunjung 
ke Jayapura untuk menindaklanjuti mengenai adanya laporan kepada 
Mendagri ; Menteri Perdagangan dan KPPU. Walikota Jayapura 
dilaporkan telah membuat kebijakan protektif monopolistik yang hanya 
melindungi dan menguntungkan pihak tertentu saja. 
Kasus mengenai Persaingan Usaha maupun mengenai dugaan 
monopoli sekarang sudah bias diselesaikan melalui Badan Penyelesaian 
                                                   
4 Hasil Wawancara dengan Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura 
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Sengketa (BPSK) dan selanjutnya ke Pengadilan Negeri. Tetapi di Kota 
Jayapura  belum memiliki BPSK sehingga kasus-kasus persaingan 
usaha dan monopoli bisa dilaporkan di Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, dan Koperasi Kota Jayapura atau bisa juga didaftarkan 
langsung di Pengadilan Negeri atau bisa juga didaftarkan dan 
diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara5. Sehinggah penulis 
mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kasus 
dugaan monopoli atau kebijakan monopolistik yang dilakukan Walikota 
Jayapura  Dalam Perkara Nomor : 13/G/2013/PTUN.JPR, serta 
pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 13/g/2013/ptun.jpr 
berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
 
Istilah dan Pengertian Monopoli 
 
Seperti dikatakan Frank Fishwick, bahwa kata “monopoli” berasal 
dari kata Yunani yang berarti “penjual tunggal”6. Disamping istilah 
monopoli, di Amerika Serikat sering digunakan kata antitrust untuk 
pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopli” atau istilah 
“dominasi” yang dipakai oleh masyarakat Eropa, yang artinya juga 
sepadan dengan arti istilah “monopoli”. Selain itu, terdapat lagi istilah-
istilah yang mirip-mirip yaitu istilah “kekuatan pasar”. Dalam praktek 
                                                   
 
6 Munir Fuady, Hukum Antimonopoli Era Persaingan Sehat, PT.Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hlm 4 
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keempat istilah itu, yaitu istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar”, 
dan “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah 
tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana 
seseorang menguasai pasar, dimana pasar tersebut tidak tersedia lagi 
produk substitusi atau produk substitusi potensial,   dan   terdapatnya   
kemampuan   pelaku   pasar   tersebut untuk menerapkan harga produk 
tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau 
hukum tentang permintaan dan penawaran pasar monopoli dapat terjadi 
dalam setiap sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalisme dan 
liberalisme, dengan instrument kebebasan pasar, kebebasan keluar 
masuk tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang   
atomistik   monopolistik   telah   melahirkan   monopoli   sebagai  anak 
kandungnya. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialisme dan 
komunisme, monopoli juga terjadi dengan bentuk yang khas7 
Dalam konteks yuridis tidak semua bentuk kegiatan monopoli 
dilakukan, hanya kegiatan monopoli yang mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. 
Pasar monopoli dapat menimbulkan pemusatan ekonomi pada satu 
pelaku atau satu kelompok pelaku usaha, dimana tidak terjadi persaingan 
usaha yang sehat dan keadaan ini dapat merugikan kepentingan 
konsumen sebagai masyarakat pengguna produk atau jasa tertentu, 
                                                   
7 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Anti Monopoli, PT.Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 1999, hlm 3-4 
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karena tidak terdapat pesaing usaha lainnya. 
Kemunculan monopoli dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu : 
1. Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh 
hukum, timbullah monopoly by law. Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945 membenarkan tentang 
adanya monopoli seperti ini, dengan memberi monopoli bagi 
Negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya yang menguasai hajat hidup 
orang banyak. 
2. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena 
didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok, timbullah 
monopoly by nature. Bentuk seperti ini dapat dilihat dengan 
tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang memiliki 
keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi raksasa 
bisnis yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada. 
3. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan 
menggunakan mekanisme kekuasaan, timbullah “monopoly 
by licence”. Monopoli jenis inilah yang sering menimbulkan 
distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu 
keseimbangan (equilibrium) pasar yang sedang berjalan dan 
bergeser   kearah   diinginkan   oleh   pihak   yang   memiliki  
monopoli tersebut8. 
 
Richard A. Posner dalam bukunya “Antitrust Law (An Economic 
Perspective)” mengemukakan ada 3 alasan politis mengapa monopoli 
tidak dikehendaki yaitu : Pertama, monopoli mengalihkan kekayaan dari 
para konsumen kepada pemegang saham perusahaan yang 
monopolistik; Kedua, monopoli atau secara lebih luas setiap kondisi 
(seperti concentration) yang memperkuat kerja sama di antara 
perusahaan yang bersaing akan mempermudah dunia industri untuk 
melakukan manipulasi politis guna dapat memperoleh proteksi (dari 
pemerintah); Ketiga, berkaitan dengan keberatan atas praktek monopoli 
                                                   
8 John W.Head, Pengantar Hukum Ekonomi, Proyek ELIPS, Jakarta, 
1997, hlm 113 
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bahwa kebijakan antimonopoli, yang bertujuan untuk meningkatkan 
economic efficiency dengan cara membatasi monopoli itu,  yaitu  suatu  
kebijakan  yang  bertujuan  membatasi  kebebasan  bertindak dari 
perusahaan yang besar demi tumbuh dan berkembangnya perusahaan 
yang kecil. 
Kamus Hukum Ekonomi yang disusun ELIPS mengartikan monopoli 
sebagai berikut : 
“Situasi pasar di mana hanya ada satu orang produsen atau penjual 
suatu produk tertentu dengan banyak pembeli, akibatnya produsen 
atau penjual tersebut dapat mengendalikan jumlah produksi dan 
harga produknya untuk meraih keuntungan setinggi-tingginya” 
 
Secara yuridis Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 merumuskan pengertian “monopoli” sebagai berikut : 
“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran 
barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha 
atau satu kelompok pelaku usaha” 
Jadi, praktek monopoli yang dilarang oleh hukum adalah praktek 
monopoli yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan 
merugikan kepentingan umum. Monopoli itu sendiri tidak dilarang, yang 
dilarang adalah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
 
Istilah dan Pengertian Praktek Monopoli 
 
Secara yuridis Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999, merumuskan pengertian praktik monopoli yaitu : 
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“Praktik monopoli adalah pemusatan ekonomi oleh satu atau lebih 
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau  
pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan 
kepentingan umum” 
 
Kemudian secara yuridis dari pemusatan kekuatan ekonomi 
dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999, yaitu : 
“Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas 
suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha 
sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa” 
 
Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang adalah 
praktek monopoli, bukan monopolinya. Adanya praktek monopoli ini telah 
menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku 
usaha ekonomi terhadap suatu produk dan/atau jasa tertentu, 
serta,menentukan sendiri harga produk dan/atau jasa tertentu. Praktek 
monopoli yang demikian dapat menimbulkan persaingan usaha yang 
tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Jadi, praktek monopoli 
yang dilarang oleh hukum adalah praktek monopoli yang menimbulkan 
persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. 
Praktek bisnis yang tidak jujur dapat diartikan sebagai segala 
tingkah  laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam 
berusaha. Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. 
Karenanya praktek bisnis yang tidak jujur dilarang, dapat mematikan 
persaingan yang sebenarnya ataupun  merugikan  perusahaan  pesaing  
secara  tidak  wajar/tidak  sehat dan juga dapat merugikan konsumen. 
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Harus disadari bahwa pengelolaan ekonomi merupakan kepentingan 
bersama. 
Demikian seterusnya siklus hubungan antara pembangunan dan 
hasilnya, yang di dalamnya tampak bahwa praktik yang jujur dalam 
berusaha sangat penting. Karena itu, praktek yang tidak jujur ini harus 
dibasmi sedemikian rupa. Perlu ditanamkan kepada pelaku-pelaku 
ekonomi sejumlah ketentuan hukum dan aturan-aturan etis dalam 
berusaha (etika bisnis). 
 
 
Faktor-faktor Terjadinya Kasus Dugaan Monopoli atau Kebijakan 
Monopolistik  yang dilakukan Walikota Jayapura dalam Perkara 
Nomor : 13/G/2013/PTUN.JPR 
Dalam hal perdagangan minuman beralkohol di Kota Jayapura, 
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan, dan juga 
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Walikota Jayapura 
dilaporkan telah membuat kebijakan protektif monopolistik yang hanya 
melindungi dan menguntungkan pihak tertentu saja. Kebijakan yang 
jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang 
sehat. Untuk menelisik kebenaran laporan kepada Mendagri, Menteri 
Perdagangan, dan KPPU tersebut, empat anggota Tim KPPU pun telah 
berkunjung ke Jayapura. KPPU adalah Komisi yang dilahirkan oleh 
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Lembaga Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Ini pertama 
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kalinya Tim KPPU berkunjung ke Papua untuk menelisik laporan tentang 
adanya dugaan persaingan usaha yang tak sehat akibat kebijakan yang 
monopolistik,” tegas Steve Waramori.,S.H (Calon Pengecer dari Sub 
Distributor PT. Rajawali Sakti Papua). 
Selama di Jayapura, empat anggota KPPU telah menemui sejumlah  
pihak, utamanya PemkotJayapura dan Pemprov Papua. Instansi di 
lingkungan Pemkot yang telah dimintai keterangannya oleh Tim KPPU 
adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kepala 
Dinas Pendapatan Daerah, dan Kepala Bagian Hukum Pemkot Jayapura. 
Sementara instansi teknis  di  lingkungan  Pemprov  Papua  yang  telah  
dimintai   keterangannya adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi. Selain itu, Tim KPPU juga memintai keterangan dari sejumlah 
pelaku perdagangan minuman beralkohol di Kota Jayapura, baik yang 
berstatus sebagai subdistributor (pemasok) maupun pengecer (penjual) 
minuman beralkohol. 
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli  perdagangan 
dalam usaha penjualan minuman beralkohol yaitu, meliputi : 
1. Hanya  Melindungi Satu Pihak 
 
Kepada Mendagri, Menteri Perdagangan, dan KPPU, Walikota 
Jayapura dilaporkan telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang 
melindungi dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, tidak 
kondusif atau  yang menyalahi terciptanya iklim persaingan usaha 
yang sehat. Kebijakan tersebut misalnya terlihat dari dikeluarnya 
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Surat Keputusan (SK) Walikota Jayapura Nomor 40 Tahun 2012 dan 
Surat Walikota Jayapura Nomor 974/5225/2012 tertanggal 11 
Desember 2012 kepada Pimpinan Hotel, Restoran, Bar dan Diskotik, 
Panti Pijat dan Penjual Minuman Beralkohol di Kota Jayapura 
tentang pengawasan minuman beralkohol. 
Dua surat tersebut, jelas dan tegas dengan sengaja hanya 
melindungi dan menguntungkan satu pihak tertentu saja. Tindakan 
yang selain indikasi melanggar; (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Lembaga Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, serta (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga melanggar (3) 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009     
tentang     Pengadaan,     Peredaran,      Penjualan, Pengawasan, 
dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Surat Walikota Jayapura 
tertanggal 11 Desember 2012 kepada Pimpinan Hotel, Restoran, Bar 
dan Diskotik, Panti Pijat dan Penjual Minuman Beralkohol di Kota 
Jayapura tentang Pengawasan Minuman Beralkohol, misalnya, surat 
tertanggal 11 Desember 2012 ini masih didasarkan atau masih 
mengacu pada Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 
2002 tentang Tata Cara Pemasokan Minuman Beralkohol di Kota 
Jayapura, padahal Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 sudah 
dibatalkan, Menteri Dalam Negeri lewat SK Mendagri Nomor  20  
Tahun  2008   tanggal  22  Januari  2008  tentang Pembatalan 
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Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002. 
Butir kedua Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2008 dengan jelas menyebutkan, 
“Agar Walikota Jayapura menghentikan pelaksanaan Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2002 paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah ditetapkan keputusan ini”, namun faktanya surat Walikota 
Nomor 974/5225/2012 tertanggal 11 Desember 2012  masih 
didasarkan atau masih mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 17 Tahun 2002 yang telah dibatalkan Menteri Dalam Negeri 
pada tahun 2008. 
Surat Walikota Jayapura Nomor 974/5225/2012 tertanggal 11 
Desember 2012, jelas diskriminatif karena memerintahkan kepada 
Pimpinan Hotel, Restoran, Bar dan Diskotik, Panti Pijat dan Penjual 
Minuman Beralkohol di Kota Jayapura untuk hanya menjual 
minuman beralkohol yang berasal dari hanya  satu  pemasok  (sub-
distributor)  saja.  Padahal  sebelum  surat tersebut dikeluarkan, 
telah ada dua pemasok (sub-distributor) minuman beralkohol yang 
telah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol (SIUP-MB) dari Menteri Perdagangan cq Dirjen 
Perdagangan Dalam Negeri. Kebijakan Walikota Jayapura yang 
monopolistik – protektif hanya memihak satu pihak tertentu tersebut, 
misalnya juga tampak dari penegasan Kepada Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kota Jayapura pada 17 September 2013 di Hotel 
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Mutiara Jayapura kepada pengecer minuman beralkohol di Kota 
Jayapura, yang lagi-lagi mengingatkan semua pihak untuk hanya 
menerima/menjual atau memperdagangkan minuman beralkohol 
berlabel tertentu saja. 
2. Indikasi Korupsi 
 
Kebijakan Walikota yang diindikasikan monopolistik-protektif 
terhadap satu pihak tertentu, juga berimpilkasi pada penarikan 
retribusi yang diindikasikan ilegal. Penarikan retribusi perijinan 
tertentu, yang berjumlah Rp 52.500,000, untuk tahun 2013 dari para 
pengecer minuman beralkohol di Kota Jayapura misalnya, tidak ada 
landasan hukumnya, sehingga diindikasikan juga menabrak
 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Untuk 
penyidikan dan pembuktian lebih lanjut setelah berkunjung ke 
Jayapura 7-8 Oktober 2013, KPPU sesuai rencana akan melakukan 
gelar perkara ini di Jakarta tanggal 21 Oktober 2013”. Komisi 
Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) telah menandatangi 
kerjasama dengan Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK), maka 
apabila dalam  gelar perkara   tersebut adanya indikasi pelanggaran 
terhadap Undang-Undang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, 
maka ranah tersebut menjadi urusan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). 
 
Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 
13/G/2013/PTUN.JPR Berdasarkan Peraturan yang berlaku 
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Surat tersebut tentu saja menutup rapat-rapat bagi sub-distributor 
berikutnya atau yang lain. Ada satu sub-distributor yang baru 
mengantongi SIUP-MB dari Menteri Perdagangan pada 26 Desember 
2012 atau setelah dikeluarkan Surat Walikota Nomor 974/5225/2012 
tertanggal 11 Desember 2012. Akibat Surat Walikota tertanggal 11 
Desember 2012 itu, sub- distributor yang bersangkutan pun dilarang 
memperdagangkan produknya di wilayah Kota Jayapura. Alhasil, 
kebijakan Walikota tersebut digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) Jayapura karena selain surat tersebut berlandaskan pada Perda 
Kota Jayapura yang sudah dibatalkan Menteri Dalam Negeri, juga 
menyalahi ketentuan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, 
Peredaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman 
Beralkohol. 
Dalam Salinan Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN.JPR tanggal  14 
Agustus 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Jayapura yang diketuai Imanuel Mouw, S.H., menyebutkan, setelah 
penggugat selaku sub-distributor memperoleh SIUP-MB, maka sub- 
distributor dapat merealisasi apa yang menjadi rencana penjualan 
selama satu tahun kedepan berdasarkan permohonan  yang 
disampaikan oleh penggugat sebagai syarat permohonan penerbitan 
SIUP-MB dengan ketentuan melakukan pengedaran miniman beralkohol 
golongan B dan/atau C kepada penjual langsung dan/atau pengecer 
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yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis dan atau dilarang menjual 
minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir. “Jadi, 
Majelis Hakim PTUN Jayapura pun telah memutuskan bahwa apabila 
sub-distributor (pemasok) telah mengantongi SIUP-MB dari Menteri 
Perdagangan, dapat memperdagangkan produknya tanpa memerlukan 
izin dari Pemerintah Kota Jayapura”. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta dikajidalam 
pembahasan maka ditariklah beberapa kesimpulan antara lain sebagai 
berikut: 
1. Penyebab terjadinya Dugaan Monopoli atau Kebijakan Monopolistik 
yang dilakukan oleh Walikota Jayapura yang telah diperkarakan di 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dengan nomor 
putusan perkara 13/G/2013/PTUN.JPR menyebutkan bahwa 
Walikota Jayapura digugat oleh pihak penggugat selaku sub-
distributor yaitu karena telah membuat kebijakan protektif 
monopolistik yang hanya melindungi dan menguntungkan pihak 
tertentu saja. Kebijakan yang jelas-jelas bertentangan dengan 
peraturan-peraturan yang mengatur tentang persaingan usaha yang 
sehat dan juga berimplikasi pada penarikan retribusi yang 
diindikasikan illegal, sehingga melanggar Undang-Undang Tindak 
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Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). 
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 
13/G/2013/PTUN.JPR Berdasarkan Peraturan yang berlaku 
menyebutkan, setelah penggugat selaku sub-distributor memperoleh 
SIUP-MB, maka sub-distributor dapat merealisasi apa yang menjadi 
rencana penjualan selama satu tahun kedepan berdasarkan 
permohonan yang disampaikan oleh penggugat sebagai syarat 
permohonan penerbitan SIUP-MB dengan ketentuan melakukan 
pengedaran miniman  beralkohol golongan B dan/atau C kepada 
penjual langsung dan/atau pengecer yang ditunjuk dengan perjanjian 
tertulis dan atau dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran 
kepada konsumen akhir. “Jadi, Majelis Hakim PTUN Jayapura pun 
telah memutuskan bahwa apabila sub-distributor (pemasok) telah 
mengantongi SIUP-MB dari Menteri Perdagangan,  dapat 
memperdagangkan produknya tanpa memerlukan izin dari 
Pemerintah Kota Jayapura”. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Anti Monopoli, PT.Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 1999 
Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 
John W.Head, Pengantar Hukum Ekonomi, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 
 
Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil….. Anwar  
LEGAL PLURALISM : VOLUME 4 NOMOR 1, JANUARI 2014 20 
 
Munir Fuady, Hukum Antimonopoli Era Persaingan Sehat, PT.Citra Aditya 
Bakti, Bandung 
N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Makro (Principles of Economics), 
Edisi ke-3, Salemba Empat, Jakarta, 2006  
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang 
Pengadaan, Peredaran, Penjualan, Pengawasan, dan 
Pengendalian Minuman Beralkohol. 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang
 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. 
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Lembaga Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Usaha Kecil. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 
